Evaluasi Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun bagi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka. by Pamungkas, Roni Anjar & Hermawati, Istiana
118 
 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan temuan data serta hasil evaluasi, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Variabel input evaluasi implementasi kebijakan wajib belajar bagi masyarakat 
pesisir di Kabupaten Bangka terdiri dari (a) kondisi sosial, ekonomi, dan 
pendidikan masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Bangka secara umum 
masuk kedalam kategori kurang baik dengan perolehan skor rata-rata sebesar 
10,63 atau capaian sebesar 42,50%, dengan tingkat kesenjangan ekonomi 
sebesar 78,92% masyarakat berpenghasilan rendah/ dibawah upah minimum 
regional Kabupaetn Bangka sebesar Rp. 2.500.000. tingkat pendidikan orang tua 
peserta didik masih sangat rendah rata-rata tingkat pendidikan orang tua adalah 
lulusan SD atau SMP, (b) Kondisi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 
yang terdapat di Pesisir Kabupaten Bangka secara umum masuk dalam kategori 
kurang baik dengan perolehan skor rata-rata sebesar 31,50 atau capaian sebesar 
47,78%, dengan kesenjangan sebesar 40,62% kualifikasi pendidik dibawah 
standar. Hal ini di karenakan masih terdapat banyak guru senior yang 
berpendidikan belum sesuai dengan standar yang di tetapkan oleh permendiknas 
No. 16 tahun 2007 tentang kualifikasi akademik guru dan kompetensi guru. 
Dibeberapa sekolah bahkan masih terdapat sekolah yang belum mempunyai 
tenaga perpus dan tenaga administrasi, sehingga guru dan kepala sekolah harus 
rangkap jabatan menjadi tenaga perpus dan tenaga administrasi, dan (c) kondisi 
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pendanaan implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun bagi 
masyarakat pesisir secara kuantitatif masuk dalam kategori baik dengan 
perolehan rata-rata sebesar 15,49 atau capaian sebesar 77,46%. Sumber 
pendapatan yang di dapat sekolah tergantung dari jumlah siswa, semakin banyak 
siswa semakin banyak anggaran yang di terima sekolah. Hal ini dirasa tidak adil 
oleh sekolah kecil dengan jumlah siswa sedikit, karena pada dasarnya 
pengeluaran sekolah besar dan sekolah kecil hampir sama. Terjadi “gap” yang 
sangat besar antara sekolah besar dan sekolah kecil. (d) Kondisi sarana dan 
prasarana implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat 
pesisir masuk dalam kategori sangat baik dengan perolehan skor rata-rata 
sebesar 46,61 atau capaian sebesar 80,36%. Hal ini juga didukung oleh hasil 
wawancara bahwa sarana dan prasarana tersedia dan dapat berfungsi dengan 
baik. 
2. Variabel process evaluasi implementasi kebijakan wajib belajar bagi masyarakat 
pesisir di Kabupaten Bangka terdiri dari (a) komunikasi yang terjadi antara 
sekolah dan dinas pendidikan di Kabupaten Bangka masuk dalam kategori 
sangat baik dengan prolehan skor rata-rata sebesar 8,02 atau capaian sebesar 
80,16%, dengan tingkat kesenjangan sebesar 4,92%. Komunikasi antara sekolah 
dan Dinas Pendidikan berjalan sangat intens apabila terjadi masalah di sekolah 
yang berhubungan dengan dinas terjalin komunikasi dan pemecahan masalah 
yang baik antara dinas dan sekolah, (b) Kondisi Dinas Pendidikan selaku 
implementator Kebijakan wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat pesisir 
di Kabupaten Bangka masuk dalam kategori sangat baik dengan perolehan skor 
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rata-rata sebesar 7,75 atau capaian sebesar 86,11%. Hal ini dikarenakan jumlah 
SDM dalam rangka penuntasan program wajib belajar sembilan tahun di 
kabupaten bangka sudah memenuhi, terdaat kejelasan struktur organisasi yang 
baik, dan terdapat fungsi dan peran yang jelas para pelaksana kebiajakan wajib 
belajar sembilan tahun, dan (c) Koordinasi yang terjadi antara sekolah dan dinas 
pendidikan di Kabupaten Bangka masuk dalam kategori baik dengan perolehan 
skor rata-rata sebesar 7,34 atau capaian sebesar 73,44%, dengan tingkat 
kesenjangan sebesar 9,84%. Garis komando Dinas pendidikan melalui UPT 
Dinas pendidikan yang ada di kecamatan berjalan baik. 
3. Variabel Output evaluasi implementasi kebijakan wajib belajar bagi masyarakat 
pesisir di Kabupaten Bangka terdiri dari (a) Indikator akses masyarakat pesisir 
di Kabupaten Bangka dalam implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di 
Kabupaten Bangka masuk dalam kategori sangat baik dengan perolehan skor 
rata-rata sebesar 33,35 atau persentase capaian sebesar 83,38%, dengan tingkat 
kesenjangan sebesar 5,20% siswa sulit menjangkau akses sekolah. Hal ini sesuai 
dengan hasil wawancara terhadap peserta didik, peserta didik menganggap akses 
jalan yang mudah dijangkau oleh siswa untuk ke sekolah. Apabila siswa 
mengalami permasalahan di sekolah siswa dapat dengan mudah 
mengkomunikasikan dengan pihak sekolah, serta tidak ada pembedaan 
perlakuan oleh guru atau pihak sekolah terhadap peserta didik dan (b) cakupan 
(covarage) kebijakan wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat pesisir di Kabupaten 
Bangka masuk dalam kategori baik dengan perolehan skor rata-rata sebesar 
11,93 atau persentase capaian sebesar 79,56% dengan tingkat kesenjangan 
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sebesar 1,09% masyarakat yang tidak dapat tertampung di sekolah. Hasil 
wawancara menunjukan hasil yang serupa bahwa hampir sebagian besar siswa 
usia sekolah dapat terlayani dan tertampung dengan baik di sekolah, setiap desa 
minimal memliki 2 sekolah dasar. 
B. Implikasi 
Hasil penelitian evaluasi terhadap implementasi kebijakan wajib belajar 
sembilan tahun bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka menunjukan, bahwa 
belum semua aspek dalam masing-masing variabel terpenuhi 100% sesuai standar. 
Oleh karena itu, hasil temuan dari penelitian ini diharapkan bisa jadi bahan 
pertimbangan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, khususnya kebijakan wajib 
belajar sembilan tahun bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka. 
Hasil telaah dokumen menunjukan bahwa kondisi pendidik dan tenaga 
pendidikan hanya memperoleh capaian sebesar 47,78% menunjukan kondisi 
pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Bangka kurang baik. Hal ini dapat 
dilihat dari kualifikasi tingkat pendidikan terutama guru-guru lama berada di bawah 
standar serta ketersediaan tenaga administrasi dan perpustakaan yang sangat 
kurang. 
Hasil angket secara kuantitatif menunjukan kondisi pendanaan secara umum 
masuk ke dalam kategori baik, akan tetapi hasil wawancara disalah satu sekolah 
menunjukan hasil yang kurang baik alasanya adalah jumlah siswa yang sedikit, 
jumlah siswa berbanding lurus dengan jumlah pendanaan yang diterima sekolah, 
karena bantuan dana yang di terima sekolah dihitung per siswa. Terkadang sekolah 
dengan jumlah siswa yang sedikit/kecil harus berhutang untuk memenuhi 
kebutuhan ATK karna sebagian besar dana dikeluarkan untuk gaji guru honorer. 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku 
kebijakan wajib belajar sembilan tahun terutama pemerintah pusat, yang tidak bisa 
menyamaratakan setiap sekolah, terutama masalah pembiayaan karena pada 
dasarnya setiap sekolah mempunyai pengeluaran yang sama. 
C. Saran/ Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi 
yang dapat dijadikan pertimbangan dalam implementasi kebijakan wajib belajar 
sembilan tahun bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka antara lain sebagai 
berikut: 
1. Bagi Pemangku Kebijakan 
a. Pemerintah pusat selaku pengambil kebijakan perlu mengevaluasi kebijakan 
berkaitan wajib belajar terutama kekurangan guru dan tingkat pendidikan guru 
perlu diadakan program penyetaraan pendidikan guru yang ingin memenuhi 
kualifikasi pendidikan agar lebih dipermudah. 
b. Pemangku kebijakan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka dapat 
menggunakan hasil temuan penelitian evaluasi ini untuk mengambil tindak 
lanjut dalam meningkatkan implementasi kebijakaan wajib belajar sembilan 
tahun di Kabupaten Bangka. 
c. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperhatikan skolah-sekolah 
kecil dengan mengeluarkan kebijakan khusus agar dalam pelaksanaannya bisa 
berjalan dengan baik. 
 
 
 
123 
 
 
2. Bagi Sekolah 
a. Sekolah terutama kepala sekolah memberikan motivasi yang lebih kepada guru 
yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan agar melanjutkan pendidikan 
dalam rangka memenuhi standar minimal pendidikan guru sekolah dasar. 
b. Sekolah perlu meningkatkan komunikasi yang terjadi antara sekolah dan UPT 
dinas pendidikan agar terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. 
3. Bagi Guru 
a. Guru secara sadar meningkatkan kualitas pendidikannya agar memenuhi standar 
minimal pendidikan. 
b. Guru dapat memotivasi peserta didik dengan segala keterbatasaan untuk dapat 
merubah nasibnya. 
4. Bagi Peneliti Lain 
a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan implementasi kebijakan 
wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka. 
b. Peneliti selanjutnya perlu mengungkap lebih mendalam berkaitan dengan 
implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Bangka 
c. Peneliti lain perlu mengungkap banyaknya indikator lain dalam proses yang 
diusung pemerintah dalam menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun 
di Kabupaten Bangka. 
 
 
